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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Anak merupakan pemberian serta anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, 

serta selamanya harus dilindungi karena didalam dirinya terdepat harkat, 

martabat, serta hak- hak selaku manusia yang harus dijunjung besar serta 

dihormati. Hak- hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang termuat 

dalam Undang- Undang Bawah 1945 serta Kesepakatan Perserikatan Bangsa- 

Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa serta bernegara, 

anak merupakan masa depan bangsa serta generasi penerus cita- cita bangsa, 

sehingga tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, serta 

tumbuh, berpartisipasi dan berhak atas proteksi dari aksi kekerasan serta 

diskriminasi dan hak sipil serta kebebasan.1 

Anak- Anak sangat memerlukan kasih sayang yang tercantum kebutuhan 

psikis yang ialah kebutuhan mendasar untuk tiap manusia, paling utama untuk 

anak. Proteksi hukum anak ataupun proteksi anak secara yuridis bisa meliputi 

proteksi hukum anak dalam bidang hukum privat, serta dalam bidang hukum 

publik. Proteksi hukum anak dalam bidang hukum publik antara lain 

merupakan proteksi hukum anak secara materil serta proteksi hukum anak 

                                                             
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra 

Umbara, Bandung, hlm. 45. 
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secara formil. Hukum pidana formil yang berhubungan dengan peradilan 

pidana anak yang yang tercantum dalam peradilan umum.2 

Maka dari itu pemerintah berkewajiban dalam menjamin kebebasan serta 

hak- hak dari seseorang anak dimana anak ialah insan yang membutuhkan 

pembinaan dan proteksi dari pemerintah serta orang tua, proteksi ini butuh 

sebab anak ialah bagian warga yang memiliki keterbatasan dan raga serta 

mentalnya.3 Orang tua (keluarga) serta tempat tinggalnya merupakan bagian 

dari kepribadian dan karakter dari seseorang anak. Apabila dalam proses 

pertumbuhannya seseorang anak tidak menemukan pembinaan dengan baik 

dari orang tua hingga hendak berakibat negatif. Akibat negatifnya antara lain 

terus menjadi meningkatnya krisis nilai moral di warga yang berpotensi 

meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam bermacam wujud.4 

Masalah meningkatnya aksi kekerasan anak tidak berbanding lurus dengan 

usia pelaku. Oleh karena itu, tindakan cepat harus diambil dalam beberapa cara 

untuk mencegah dan mengatasi kenakalan anak. Pembentukan sistem peradilan 

anak merupakan salah satu upaya berkelanjutan untuk menghentikan dan 

mengatasi kenakalan remaja. Penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak 

hanya dimaksudkan untuk menghukum anak yang melanggar hukum, tetapi 

juga untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak untuk 

                                                             
2 Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan 

Pembunuhan”, Lex Crimen, Vol. 2, No. 7, (2013), hlm. 44. 
3 Marlina, mengutip dari Harkristuti Harkrisnowo. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, 

Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Cetakan Kesatu.  PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2009, hal. 42 
4 Rijal Maulana Firdaus, “Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 

Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana  ( Studi 

Putusan  No : 51/PID.B/2012/PN.BTG )”. Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013, hal. 157 
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membantu mereka menghentikan kebiasaan yang merugikan dan membantu 

kesejahteraan anak yang melakukan kejahatan pidana.5 Ada banyak dokumen 

hukum, baik hukum domestik maupun internasional yang berlaku di Indonesia, 

yang menyatakan bahwa ketika berurusan dengan anak di bawah umur yang 

melanggar hukum, penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dengan 

kata lain, perlu adanya alternatif pidana penjara untuk menangani anak yang 

melanggar hukum yang lebih konstruktif dan rehabilitatif.6 

Namun ada ketentuan umur untuk usia anak yang berhadapan dengan 

hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam bab 1 Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa: 

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi 

tindak pidana”. Selanjutnya dalam ayat  3 disebutkan bahwa: “Anak yang 

berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.7 Lalu menurut pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang 

berbunyi “menetapkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.8 Anak-

anak yang telah melanggar hukum dan berada dalam masalah hukum akan 

                                                             
5 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2014, hlm 193. 
6 https://saidnazulfiqar.files.wordpress.com/2013/09/cerita -anak-dari-penjara.pdf (Kamis, 15 

September 2016) 
7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 

2 dan ayat 3 
8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 
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dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya. Sanksi pidana 

mempunyai landasan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang harus 

dibebankan kepada pelaku kejahatan. Kategori usia anak akan mempengaruhi 

apakah mereka dapat dinyatakan bersalah atau tidak dan apakah mereka dapat 

dimintai pertanggungjawaban atau tidak.9 

 Sebagai jawaban  atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah  akan 

undang-undang yang melindungi anak, khususnya yang berhadapan dengan 

hukum, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan proses Diversi dalam 

penyelesaian kasus anak dan metode Restorative Justice yang melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat, dalam membantu proses 

pemulihan dari kondisi yang lebih baik. Penerapan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang adil bagi semua pihak, 

khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang pada tahap 

perkembangannya saat ini, tetap membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan 

bimbingan dari orang-orang di sekitarnya untuk menjadi pribadi yang 

bijaksana, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berguna bagi 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.10  

                                                             
9 Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan 

Pembunuhan”, Lex Crimen, Vol. 2, No. 7, (2013), hlm. 44. 
10 Marcella J. Kapojos, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap 

Perkara  Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem 

Peradilan Pidana Anak”. Lex Crimen Vol.VI/No.1/2017, hal. 23 
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Pada hakikatnya, anak yang dibawah umur lalu berbuat tindak pidana 

memiliki hak-hak yang sudah dijamin serta dilindungi dalam proses 

penyelidikan, penyidikan sampai tahap pengadilan pidana bagi anak pelaku 

tindak pidana. Dari beberapa penelitian terkait penerapan peradilan pidana 

anak bahwa proses pengadilan pidana bagi anak mengakibatkan dampak buruk 

terhadap anak. Untuk mengatasi dampak buruk proses peradilan pidana pada 

anak, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 

Juvenile Justice, merancangkan  suatu program yaitu diversi. Diversi ialah 

tahap penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana, Tapi masih dalam tahap proses penyelesaian tindak 

pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Diversi memberi 

jaminan perlindungan hukum kepadan anak yang berkonflik dengan hukum 

dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan menerapkan diversi 

dalam tiap proses pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, “tujuan diversi adalah: 

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak 

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan 

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, 

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”. 11 

                                                             
11 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 6 

huruf a,b,c,d,e 
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Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan penyelesaian tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak dengan bermusyawarah dan bermufakat di antara pelaku, 

keluarga pelaku, korban, keluarga korban.12 Namun, pada pasal 7 ayat 2 huruf 

a dan b ada keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan diversi yang berbunyi 

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak 

pidana yang dilakukan: 

a.  diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;  

b. dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. 13 

Hal ini menjelaskan bahwa anak bisa dilakukan upaya diversi dengan 

ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak termasuk tindak pidana 

yang memberatkan dengan hukuman tujuh tahun dan tidak mengulangi tindak 

pidana lagi. Lalu diperjelas lagi dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

dalam pasal 2 yang berbunyi “diversi dilakukan terhadap anak yang telah 

berumur 12 tahun (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 tahun (delapan 

belas tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun (delapan 

belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana”lalu pada pasal 3 yang 

berbunyi “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 

                                                             
12 Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, Pujiyono,” Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi 

Pidana Tehadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor. 

3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)”, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hal.3 
13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Pasal 7 ayat 

2 huruf dan b 
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(tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan 

subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.14 

kewenangan untuk memutuskan serta mengadili terhadap seseorang yang 

dinyatakan bersalah atau tidaknya dihadapan hukum, di serahkan seluruhnya 

terhadap kekuasaan kehakiman yang dalam persidangan disebut dengan hakim. 

Da lsa lr hukum dalri kewenalnaln ha lkim dallalm memutuskaln sertal menga ldili sualtu 

ka lsus suda lh dia ltur denga ln jelals da lla lm Unda lng-unda lng da lsa lr republik 

Indonesia l ta lhun 1945 ya litu seba lga limalna l ya lng dimua lt palda l Pa lsa ll 24 tentalng 

Kekua lsa la ln Keha lkimaln.  Pa lsa ll 24 a lya lt (1) ya lng berbunyi “Kekualsalaln 

Kehalkimaln merupa lkaln kekualsalaln yalng merdeka l untuk menyelenggalralkaln 

peraldilaln guna l menegalkaln hukum da ln kealdila ln”.15 La llu da lla lm Unda lng-

unda lng nomor 3 talhun 1997 Tentalng Penga ldila ln Alna lk diperjelals juga l terkalit 

ha lkim ya lng mena lnga lni ka lsus tindalk pida lna l ya lng dila lkuka ln oleh alna lk  ya litu: 

Pa lsa ll 1 alngka l 7  ya lng berbunyi “Halkim aldallalh Halkim alnalk” lallu alngka l 8 ya lng 

berbunyi “Ha lkim ba lnding a ldallalh halkim ba lnding a lnalk”da ln a lngka l 9 ya lng 

berbunyi “Ha lkim ka lsalsi aldallalh halkim ka lsalsi a lnalk”. 16 

Lebih jela ls la lgi terka lit ha lkim dallalm unda lng-unda lng ini dia ltur pa lda l ba lb II 

terkalit halkim sertal wewena lng sida lng a lna lk. Unda lng-unda lng nomor 11 ta lhun 

2012 tentalng Sistem Pera ldilaln Alna lk juga l  terkalit halkim dallalm penga ldilaln a lna lk 

                                                             
14 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 dan pasal 3 
15 Dila Candra Kirana.UUD’45 dan perubahannya, Kunci Aksara, jakarta, 2012  hal. .27.    
16 Undang-Undang No 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 Angka 7, 8, 9   

mengatur 
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seba lga limalna l ya lng tela lh tercalntum palda l balgia ln kelimal unda lng-unda lng tersebut 

mengena li halkim penga ldilaln alna lk. Penga ltura ln tentalng hukum ma lteril balik itu 

perbualta ln pidalnal a lpal ya lng dila lkukaln oleh alna lk sa lmpali denga ln hukum formil 

mulali dalri alca lral penyidika ln, penuntutaln hingga l sa lmpali pemeriksalaln di sidalng 

penga ldilaln suda lh sa lnga lt jelals dia ltur dalla lm undalng-unda lng khusus tenta lng 

a lnalk itu sendiri. Pemerinta lh memberika ln keseriusalnnya l mela llui undalng-

unda lng ya lng a lda l seba lga li perlindunga ln hukum terhalda lp tialp a lna lk ba lhkaln 

hingga l a lna lk ya lng mela lngga lr hukum a ltalu tindalk pida lnal.17 

Tulisaln ini a lkaln mengka lji a ltalupun meneliti mengena li sua ltu pertimbalnga ln 

hukum halkim dallalm menjaltuhka ln salnksi pidalna l terhalda lp a lnalk ya lng 

melalkukaln tindalk pida lna l kekeralsa ln (Studi Putusa ln Nomor 5/Pid.Sus-

Alna lk/2022/PN Jkrt.Pst). 

B. Rumusaln Ma lsallalh 

1. Ba lga limalna l  Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 

5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 

Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan?  

2. Ba lga limalna l a lnallisal Putusa ln  Nomor 5/Pid.Sus-Alna lk/2022/PN Jkrt.Pst 

ditinjalu da lri alsa ls kea ldilaln restoraltif?  

 

 

                                                             
17 Rijal Maulana Firdaus, “Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 

Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana  ( Studi 

Putusan  No : 51/PID.B/2012/PN.BTG )”. Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013, hal. 159 
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C. Tujualn Penelitialn 

1. Alga lr mengeta lhui Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 

5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 

Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan. 

2. Alga lr mengeta lhui alna llisal Putusa ln Nomor 5/Pid.Sus-Alna lk/2022/PN 

Jkrt.Pst ditinjalu dalri a lsa ls kealdilaln restoraltif. 

D. Malnfalalt Penelitaln 

Penelitialn hukum ini dihalralpka ln dalpa lt memberikaln sua ltu malnfa la lt balgi 

semual kha lla lya lk, ba lik malnfa la lt dallalm segi teoritikall malupun segi pra lktika ll. 

Ma lnfa lalt tersebut penulis uralikaln seba lga li berikut:  

1. Ma lnfa lalt Teoritis  

Penelitialn ini dihalra lpka ln bisa l memberikaln eduka lsi da llalm 

mengembalngka ln ilmu hukum teruta lma l terkalit Analisis Pertimbangan 

Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst 

Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan 

Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Asas Keadilan Restoratif. 

2. Ma lnfa lalt Pra lktis  

Seba lga li balha ln pembelalja lraln ba lgi penulis untuk mengemba lngka ln da ln 

meningka ltkaln Alna llisa l dallalm mengkalji permalsa lla lhaln produk hukum alga lr 

mengetalhui Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak 

Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Asas Keadilan 

Restoratif. 
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a. Seba lga li balha ln pembelaljalra ln untuk pembalca l altalupun malsya lra lka lt 

untuk mempertaljalm pengetalhua ln da ln wa lwa lsa ln da llalm bidalng hukum 

khususnya l da lla lm memalha lmi pertimbalnga ln hukum ha lkim da llalm 

menjaltuhkaln sa lnksi pidalna l terhaldalp a lna lk ya lng melalkuka ln tindalk 

pidalna l. 

b. Seba lga li ba lha ln pembelalja lraln untuk mengka lji daln menga lna llis terkalit 

mengetalhui Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 

5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 

Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau 

Dari Asas Keadilan Restoratif. 

E.  Kegunalaln Penelitia ln 

1. Ba lgi Penulis  

Ba lgi penulis penelitia ln hukum ya lng suda lh dika lji daln dia lnallisis ini 

selalin persya lra lta ln a lka ldemik untuk mendalpa ltkaln gela lr sa lrja lna l S 1 da lla lm 

bidalng hukum, da ln juga l untuk memperlua ls wa lwa lsaln hukum daln jugal 

menjaldikaln lebih taljalm untuk mengka lji alta ls sega lla l permalsa llalha ln produk 

hukum ya lng a lda l di ma lsya lra lka lt. 

2. Ba lgi Pemerintalh  

Da lri pengka ljialn penelitialn ini a lga lr bisa l menjaldi malsuka ln untuk 

pemerintalh seba lga li pemalngku kewena lnga ln pembualtaln kebijalkaln supa lya l 

membualt kebijalka ln produk hukum lebih memperhaltikaln a lspek 

pertimbalnga ln hukum ha lkim dalla lm menja ltuhkaln sa lnksi pidalnal terhalda lp 

a lnalk ya lng melalkuka ln tindalk pidalna l. 

3. Ba lgi Ma lsya lra lka lt 
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Da lri ha lsil pengka ljialn penelitialn ini alga lr memberi walwa lsa ln da ln 

pengeta lhualn kepalda l malsya lra lka lt supa lya l memalha lmi pertimbalnga ln hukum 

ha lkim dallalm menjaltuhkaln sa lnksi pida lna l terhalda lp a lnalk ya lng melalkuka ln 

tindalk pidalna l.  

4. Ba lgi Ma lha lsiswa l 

Ha lsil da lri penelitialn ini a lga lr memberi walwa lsa ln ba lru kepa ldal semua l 

malha lsiwa l terkalit permalsa llalha ln dalri penelitialn ya lng suda lh dikalji oleh 

penulis, supalya l semua l malha lsiswa l khususnya l ma lha lsiswa l jurusa ln ilmu 

hukum dalpa lt berperaln da llalm memperbaliki daln menega lkaln hukum ya lng 

a ldal di malsya lra lka lt. 

F. Metode Penelitialn 

1. Jenis Penelitialn 

Penelitialn ini merupalka ln jenis yuridis normaltif ya lng diguna lka ln 

da llalm studi pengga lbunga ln a lnta lral pendekaltaln normaltif denga ln 

penalmba lhaln unsur yuridis. Penelitialn yuridis norma ltif iallalh sebua lh 

penelitialn ya lng dila lkuka ln denga ln ca lra l meneliti balha ln pusta lka l

18.penelitialn 

ini diguna lka ln kalrena l da llalm penelitialn ini menga lnallisa l daln mengka lji 

tentalng mengeta lhui Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 

5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 

Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari 

Asas Keadilan Restoratif. 

2. Metode Pendeka ltaln 

                                                             
18 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) halaman 104. 
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Penelitialn ini a ldalla lh metode pendekaltaln yuridis norma ltif, ya litu 

denga ln mengka lji da ln menga lna llisal da ltal sekunder ya lng terdiri da lri balha l-

ba lhaln hukum ya litu ba lhaln hukum primer da ln balha ln hukum sekunder. 

Denga ln mengeta lhui hukum sebalga li seperalngka lt peraltura ln altalupun normal-

normal positif ya lng di da llalla lm sebualh produk perundalng-unda lng ya lng 

menga ltur terkalit perbualtaln ma lnusial.  

3. Sumber Da ltal 

Sumber daltal da llalm pengka ljialn  penelitialn ini  sebalga li balha lm dalla lm 

mengka lji daln menga lna llisis sua ltu permalsa llalha ln objek penelitialn penulis 

ya litu terdiri dalri balha ln hukum primer daln ba lhaln hukum sekunder: 

a. Ba lha ln Hukum Primer 

Ba lha ln hukum primer iallalh meliputi produk peraltura ln perundalng-

unda lnga ln da ln semual dokumen resmi ya lng berisi tentalng ketentualn 

hukum19.balha ln hukum primer ya lng diguna lka ln dalla lm penelitialn ini 

ialla lh: 

1) Unda lng-Unda lng Da lsa lr Nega lra l Republik Indonesia l Talhun 

1945 

2) Unda lng-Unda lng Republik Indonesia l Nomor 11 Talhun 2012 

Tentalng Sistem Pera ldilaln Pidalna l Alna lk 

3) Unda lng-Unda lng Republik Indonesia l Nomor 39 Talhun 1999 

tentalng Ha lk Alsa lsi Ma lnusia l 

                                                             
19 I Ketut suardita, SH.MH, pengenalan bahan hukum (PBH), Hal.3 
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4) Unda lng-Unda lng Republik Indonesia l Nomor 35 Talhun 2014 

Tentalng Perlindunga ln Alna lk 

5) Pera lturaln Ma lhka lmalh Algung Nomor 4 Ta lhun 2014 Tentalng 

Pedomaln Pelalksa lna laln Diversi Da llalm Sistem Peraldilaln 

Pida lnal Alna lk 

6) Unda lng-Unda lng Republik Indonesia l Nomor 3 Talhun 1997 

Tentalng Penga ldilaln Alna lk 

7) Unda lng-Unda lng Republik Indonesia l Nomor 48 Talhun 2009 

Tentalng Kekua lsa la ln Keha lkimaln  

b. Ba lha ln Hukum Sekunder  

Ia lla lh ba lha ln ya lng sa lnga lt berka litaln hubunga lnnya l sa lma l ba lhaln 

hukum primer daln bisa l membalntu mengka lji daln juga l menga lnallisi 

ba lhaln hukum primer.20Ba lha ln hukum sekunder ya lng diguna lka ln da llalm 

penelitialn ini berupal buku, jurna ll, da ln a lrtikel ya lng terka lit denga ln 

permalsa llalha ln ya lng dika lji. 

c. Ba lha ln hukum tersier 

Memberi penjelalsa ln pa ldal ba lha ln hukum sekunder da ln ba lhaln hukum 

primer ya lng diperoleh dalri ensiklopedial, ka lmus, daln la lin-la lin. 

4. Teknik pengumpula ln da ltal  

Da llalm penelitialn ini, penulis mengguna lka ln metode: 

studi kepustalka la ln yalitu dilalkukaln denga ln ca lral melalkua ln pencalria ln 

da lri berbalga li ba lhaln hukum terdiri dalri peraltura ln perundalng-unda lnga lnn, 

                                                             
20 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990), halaman 12. 
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buku, jurna ll, alrtikel daln lalin seba lga linya l ya lng bisa l membalntu da llalm 

pengka ljialn ma lsa llalh. 

5. Metode Pengola lhaln Daltal 

Metode alnallisis da ltal ya lng diguna lka ln oleh penulis dallalm penelitialn 

ini alda llalh kua llitaltif. Penelitialn kua llitaltif ia llalh sua ltu penelitialn ya lng 

bersifalt deskriptif daln lebih menga lra lh ke pemalka lialn a lnallisis da ln ka ljialn. 21 

Denga ln meneliti daln menjalbalrka ln pemidalna la ln alna lk untuk mengka lji 

Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak 

Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Asas Keadilan 

Restoratif. 

G. Sistemaltikal Penulisa ln 

Alga lr mengeta lhui secalra l detalil alta lu terperinci tentalng pokok-pokok da lri 

pembalha lhaln penulisaln proposa ll skripsi ini daln a lga lr semua l pembalcal bisal 

memalhalmi secalral muda lh da llalm mengkalji susuna ln penulisaln propsa ll skripsi 

ini, malka l dalri itu penulis halrus menyusun sistemtikal penulisaln ini sebalga li 

berikut:  

1. BAlB I PENDAlHULUAlN  

Di dalla lm balb I penda lhulualn berisi tentalng la ltalr belalka lng, rumusa ln 

malsa lla lh, tujualn penelitialn, malnfala lt penelitialn, keguna laln penelitialn, daln 

metode penelitialn. Palda l balb metode penelitia ln alka ln disusun mengenali 

                                                             
21 Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 
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jenis penelitia ln, metode pendekaltaln, sumber daltal, teknik pengumpulaln 

da ltal, da ln metode pengolalha ln dalta l. 

2. BAlB II TINJAlUAlN PUSTAlKAl  

Di da llalm balb II tinjalua ln pusta lkal mengena li pemalpa lra ln teori hukum 

ya lng dipa lka li dallalm mengka lji objek penulisa ln,ya litu dialnta lral lalin: 

A. Tinjalualn Umum Mengena li Ha lkim 

1. Pengertia ln Ha lkim  

2. Tuga ls Da ln Kewenga ln Ha lkim  

3. Putusa ln Ha lkim  

4. Pertimbalnga ln Hukum Ha lkim  

B. Tinjalualn Umum Mengena li Penga ldilaln Alna lk  

1. Pengertia ln Penga ldilaln Alna lk  

2. Putusa ln Da llalm Penga ldila ln Alna lk  

3. Alca lra l Persida lnga ln Penga ldila ln Alna lk  

C. Tinjalualn Umum Mengena li Sistem Peraldila ln Pidalna l Alna lk 

1. Pengertia ln Sistem Peraldilaln Pidalna l Alna lk  

2. Tujualn Sistem Peraldilaln Pida lnal Alna lk  

3. Prinsip-Prinsip Sistem Pera ldilaln Pida lnal Alna lk  

4. Ketentua ln Diversi Da llalm Sistem Peraldilaln Pida lnal Alna lk 

3. BAlB III PEMBAlHAlSAlN  

Di da llalm ba lb III pemba lhalsa ln memualt isi tentalng pengka ljia ln da ln 

pembalha lsa ln altals semua l permalsa lla lhaln ya lng tela lh diuralikaln da llalm 

rumusa ln malsa llalh ya litu terkalit.pertimba lnga ln hukum halkim dallalm 

menjaltuhkaln sa lnksi pidalnal terhalda lp alna lk ya lng mela lkukaln tindalk pidalnal 
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kekeralsa ln da llalm Putusa ln Nomor 5/Pid.Sus-Alna lk/2022/PN Jkrt.Pst da ln 

a lnallisa l putusa ln  Nomor 5/Pid.Sus-Alna lk/2022/PN Jkrt.Pst ditinja lu da lri 

a lsa ls kealdilaln restoraltif.. 

4. BAlB IV PENUTUPAlN 

Di dalla lm balb IV tera lkhir ini berisi mengena li kesimpulaln daln sa lra ln. 

Kesimpula ln iallalh mengenali pokok-pokok alta ls kaljialn penelitialn da lri 

penulis paldal permalsa llalha ln penelitialn seba lga limalna l dallalm rumusaln 

malsa lla lh. Sedalngka ln sa lra ln iallalh memberi malsuka ln da li objek ya lng telalh 

dikalji oleh penulis dira lsa l sa lnga lt penting untuk menja lwa lb sega llal 

permalsa llalha ln ya lng suda lh dika lji daln diringka ls pa lda l ba lgia ln sebelumnya l.


